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ABSTRAK
Judul Skripsi : PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG OVER KAPASITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Nama / NPM :  Guntur Tirto Pamungkas  / 1407350022
Beberapa Lapas di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah over capacity. Over capacity Lapas merupakan suatu keadaan saat warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. Masalah over capacity ini dialami oleh beberapa Lapas di Indonesia. Lapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah yang memiliki kapasitas tertentu untuk dihuni warga binaan pemasyarakatan, namun Lapas sering dihuni oleh warga binaan yang melebihi sampai dua kali daya tamping atau over kapasitas. Hal ini berpotensi mengakibatkan mempengaruhi kinerja perugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas, dan itu sangat berkorelasi dalam penerapan konsep pemasyarakatan. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Bagaimana pengaturan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ? dan (2) Bagaimana pengaruh pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan  antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaruh pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas, yaitu diantaranya sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.
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